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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam

pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada

Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan

mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif.

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan

adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram

percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran

kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir

periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran

tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional

pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional

sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan

pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

<hr><i>The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National

Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of

bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation

of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public

services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The

data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National

Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the

2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated
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programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set.

Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement

the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be

seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the

strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of

regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more

in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and

make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the

National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration

of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition

of sanctions.</i>


